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PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA 
NOMOR % TAHUN 2007 

TENTANG 

SUMBER PENDAPATAN DESA 

DENGAN RANMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATT JEPARA 

bahws untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 ayat (1) Peraturan 
emerintah Noroe 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu menetapkan 
Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang Sumber Pendapata Des.a 

1 undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Permbentukar 
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jwa Tengah 

2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Repubik 
Indonesia Tahun 2004 Nomnor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republike Indonesia Noror 4389), 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Darah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomnor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagairnanag telah diubah den@an Undang-Undang Nomgr 8 Tahun 
2005 tentang Penetapan Peraturan Pererintah Pengganti Undang 
Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang 
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
mnenjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4548 

4. Undang-Undang Nonor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Dan Pemerintah Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Norr 4438) 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomnor 158 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Narmor 4587) 
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Dengan Persetujan Bers.ama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERA KABUPATEN JEPARA 

BUPATI JEPARA 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN DAERAH TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dala Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan 

f Daerah adalah Kabupaten Jepara 

2 Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah; 

3 Bupati adalah Bupati Jepara; 
4, Camat adalah Camat yang wilayah kerjany.a meliputi wilayah kerja Dega yang 

bersangkutan 

5. Petinggi adalah sebutan lain Kepala Desa diwilayah Kabupaten Jepara 
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiki batas-batas wilayah yang 

berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat seternpat 
berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang dlakui dan dihormati dalam 
sigtem emerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia 

7 pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urursan pemerintahan oleh Pemerintah 
Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus 
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat 
yang diakui dan dihormati dalam sister emerintahan Negara Kesatuan Repubt 
donesia 

8. Pemerintah Desa adalah Petinggi dan Peranglat Desa sebagai unsur penyelengars 
pererintahan desa 

8. Badan Perrusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga 
yang merupaan perwujudan demo.krasi dalam penye/en1ggaraan1 peerintahan des.a 
sebagai unsur peyelenggara perenintahan des.a 

10. peratutan Dea adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh 8pp 
bersama Petinggi 

11 Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten 
untuk des.s, yang bersumber dani bagian dana perirbangan keuangan pusat dan 
daerah yang diterime oleh Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang 
undangan yang benlaku 
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12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah 

renoana keuangan tahunan peterintahan de8a yang dibahas dan disetujui bersama 
0leh Pemerintah Desa den BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa; 

13. Kekayaan Dess adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, 
yang dibell atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau 
perolehan hak lainnya yang sah, 

14. Tanah Desa adalah barang milik desa berupa tanah Bengkok, kuburan dan Titisara 

15. Swadaya Masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan 
kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar kearah pemenuhan kebutuhan 
yangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat 
itu 

16. Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dengan sadar dalam suatu 
program/kegiatan untuk mencapai hasil yang ditetapkan 

17 Gotong-royong adalah bentuk kerja sama yang spontan dan sudah melerbaga serta 
mengandung unsur-unur Diba bali yang bersifat sukarela antara warga Des.a dan 
atau Warga Desa dengan Pemerintah Desa untuk memenuhi kebutuhan yang 
insidentil maupun berkelangsungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan 
bersama baik materiil mnaupun spirituil; 

1 pungutan Desa adalah segala pungutan baik berupa uang maupun barang oleh 
pemerintahan Desa terhadap masyarak.at berdasarkan pertimbangan keramp0an 
so0sial ekonomi mnasyara.at dalam rangka mneningkart.an peyelenggara.a. 
pemerintahan dan pembangunan yang ditetapkan dengan Peraturan Dess 

BAB IN 

SUMBER DAN JENIS PENDAPATAN DESA 

Pasal 2 

Sumber dan jenis pendapatan desa terdii atas 
a. Pewdapatan asli desa, terii dart 

1 hasl usaha de8a, 
2. hasill kekay~an dsa 
3. hasil swadaya dan partisipasi 
4. hasi gotong royong; dan 
5. lain-lain pendapatan asli des.a yang sah 

b. Bagi hasil pajak dan retribusi Daerah, terdiri dari 
1 Bagi Hasit Pajak Daerah, 
2. Bagi Hasil sebagian retribusi Daerah 

c. lokasi Dana Desa 
d. Bantuan keuangan dani pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten 

dalam rang/a pelaks.an1a.a urus.an1 pee0i0ta han 
e. Hibah dan surbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat 

Pasal 3 

Sumber pendapatan daerah yang berada di desa baik pajak maupun retribusi yang surtah 
dipungut oleh Pemerintah Provinsi atau emerintah Kabupaten tidak dibenarkan adanya 
pungutan tambahan oleh Pererintah Desa 
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PENDAPATAN ASLI DESA 

Bagian Kesatu 
Hasil Usaha Des.a 

e 

Pasal 4 

(1)Dalam meningkatkan pendapatan masyatakat dan Desa Pemerintah Desa dapat 
mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensl Desa 

(2) Pembentukan Badan Usaha Milk Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan 
yang berlaku 

Bagian Kedua 
Hasil Kekayaan Des.a 

Pa#al 5 

Jenis Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalamn Pasal 2 hurt a, angka 2 reliputi 
a tanah as des.a 
b. pasar desa 
c paSar hewan 
d. tambatan perahu 
e. bangunan desa 
f tempat pelelangan ikan yang dikelola oleh desa dan 
g. lain-lain kekayaan milik desa 

Pasal 6 

Tata cara pengelolaan kekayaan desa diatur dengan Peraturan Bupati 

Bagian Ketiga 
Perubahan Status Hukum 

Pasal 7 

(1)Kekayaan Desa yang berupa tanah desa tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hake 
eperilikan kepada pihak lain, kecuali diperukan untuk kepentingan umum 

(2Pelepasan hak kepemllikan tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (f 
dilakukan setelah mendapat ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan desa 
dengan memperhatikan harga pasar dan nilai jual obyek pajak ( NJ0P) 

3 Penggantian ganti rugi berupa uang hars digunakan untuk membeli tanah lain yang 
lebih baik dan berokasi di desa seternpat; 

(4) Pelepasan hak keperilikan tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1 
ditetapkan dengan Keputusan etinggi 
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(5)Keputusan Petinggi sebagaimana dimnaksud pada ayat (4) diterbitkan setelah 
mendapat persetujuan BPD dan mendapat izin tertulirs dari Bupati dan Ouberut 

Bagian Keempat 
Has Swadaya, Partisipasi, dan Gotong Royong 

Pasal 8 

(1)Penetapan bentuk, penis dan hasil swadarya, partisipasi dan gotong royong 
isesuaian dengan kebutuhan, kondisi dan bud@ya masyarak.at de.a 

(2Pelaksanaan ketentuan sebagairmana iraksud pada ayat () ditetapkan dengan 
Peraturan Petinggi, getelah cilakukan rmusyawarah dengan pihak-pihak yang 
berkepentingan secara lan9sung 

Bagian Kelima 
Lain-lain Pendapatan Asli Des Yang San 

asal 9 

(1) Surber pendapatan desa dart lain-lain pendapatan asli des.a yang sah dapat berupa 
pungutan des.a 

(2) Pungutan Desa ditetapkan dengan Peraturan Deca 

(3) Pungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pungutan-pungutan ya9 
belum dipungut oleh Pemerintah, Pemerintah Propingi dan emerintah Daerah 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

(4) Jenis Pungutan Desa dapat berupa 
a. Pungutan yang beras.al dani luran atau surnbangan masyarakat segual dengan 

ata pencahaian fasyaraka desa berdasakan kemampuan ekonomi 

b. Pungutan yang berasal dari ongkos cetak gurat-surat keterangan dan 
administrasi, 

• Pungutan yang beras.al qari transaksi peralihan hak atas tanah an bangunan 
sesual peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

d. Pungutan-pungutan lain yang ditetapkan lebih lanjut oleh Pererintah Desa 

(5) Selain jenis pungutan sebagairana dimaksud pada ayat (4), Pererintah Desa dapat 
melakukan pungutan Desa secara sukarela untuk bantuan bencana tertentu yang 
bersifat rendesak tanpa persetujun BPD terlebih dahulu, 

(6) Pelaksanaan Pungutan Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa yang tata cara dan 
petugasnya ditetapkan dengan Keputusan Petinggi 

BAB IV 

BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUS 

Pasal 10 

(1)Bagi hasil pajak dan retribusi ditetapkan sebagai berikut 
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a. Bagi Hasil Pajak Daerah sebesar paling sedikit 1 % (sepuluh perseratus] dart 
realisasi penerimaan AP8D tahun berjalan 

b. Bagi Hasil retribusi Daerah tertentu sebesar 25 % (dua setengah perseratus) dari 
realisasi penerimaan AP8D tahun berjalan 

(2)Bagi Nasif Pajak dan retribusi sebagairmana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara 
merata dan tertimbang 

(3)elaksanaan lebih lanyut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2 itetapk.an 
0leh Supati 

BAB V 

ALOKASI DANA DESA 

Pasal 1f 

(1)Alokasi Dana Desa sebagairmana dimaksud dalam Pasal 2 hunuf ¢ sebesar 10 % 
(sepuluh pereratus) dani dana perimbangan keuangan1 pus.at darn daera.h setel.ah7 
dikurangi belanja pegawal 

(2)Alokasi Dana Desa diberikan secara proporsional dengan mempertimbangkan 
a. Luas Wilayah Desa 

Jumlah Penduduk Des, 

c. Jumlah Kepala Keluarga Miskin, 
d. Prosentage Realisi 9BB Dega satu tahun sebelumnya 

(3) Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan langsung kepada 
Des.a untuk dkelola oleh Pemerintah Desa, dengan ketentuan 30 % (tiga puluh per 
seratus) digunakan untuk biaya operasional Pemerintah Desa dan BPD, dan 79 9% 
(tujuh puluh per seratus) digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat 

(4) Pelaksanaan lebih lanjut ketentuan sebagairana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan 
oleh Bupat 

BAB VI 

BANTUAN KEUANGAN DARI PEMERINTAH, PEMERINTAH PROVINSI DAN 
PEMERINTAH KABUPATEN 

Pasal 12 

(1)Bantuan dari Pemerintah dapat digunakan untuk tunjangan penghasilan Petinggi dan 
Perangkat Desa 

(2) Bantuan dari Pemerintah Propinsi dan Pererintah Kabupaten digunakan untuk 
percepatan atau akselerasi pembangunan Des.a 
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BAB VII 

HIBAH DAN SUMBANGAN 

Pasal 13 

(1) Pemberian hibah dan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam asal 2 huruf e 
tidak mengurangi kewaiiban-kewaban pihak penyurbang kepada Des.a 

(2) Surbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak 
bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan mililk Desa sesuai dengan 
etentuan peraturan perundang-undangan 

(3) Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan di dalam APB Desa 

BAB VIN 

PENGELOLAAN SUMBER PENDAPATAN DESA 

as.al 14 

(1)Sumber pendapatan desa yang telah diriliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan 
diambil alih oleh Pemerintah atau pemenintah daera 

(2)Pungutan retribusi dan pajak lainnya yang telah dipungut pleh desa tidak dibenarkan 
dipungut atau diarnbilalih oleh emerintah Popinsi atau Pemerintah Kabupaten 

Pasal 15 

(1)Pengelolaan Sumer Pendapatan Desa dilakukan oleh Pererintah Desa dan hasilnya 
menjadi Pendapatan Desa, 

(2)Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola melalui A8 De$a 
yang digunakan sepenuhnya untuk menyelerggarakan pemerintahan, pembangunan 
dan kerasyarakatan di Des.a. 

BAB IX 

PENGAWASAN 

Pasal 16 

(1) Pengawasan terhadap pengelolaan sumber pendapatan Desa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasat 10 cilakukan oleh BPD tan atau lembaga pengawasan fungsional 
lainnya; 

(2 +Hasill pengawasan sebagaimana dimaksud dalam aryat (1) disampajkan kepada 
emerintah Des.a untuk ditindaklanijuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku 
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BAB X 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 17 

Sumber pendapatan dan kekayaan Des.a yang berupa Tanah Kas Desa atau Bengkok 
Petinggi dan Perangkat Desa sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini yang merupakan 
penghasian/gaji bagi Petinggi dan Perangkat Desa, ditetapkan menjadi Surber 
Pendapatan Asli Desa 

8AB XI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 18 

Pada saat Peraturan Daerah iri rulai berdaku. makes 
1 eeaturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 19 Tahun 200Q tentang Sumber 

Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 200 Nomor 24) 
2.Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2001 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pererintah Kabupaten dan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten 
Jepara Tahu 2001 Nomor 11) 

dicabut dan diryatakan tidak berlaku 

• 

/ 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2006 NOMOR l. 

Pasal 19 

Hal.hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ii, sepanja0g menge1al 
pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati 

Pasal 20 

Peraturan Daerah ini ulai berlaku pada tanggal diundangkan 

Agar seliap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini 
dengan penempatanmya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara 

Ditetapkan di Jepara 
pada tanggal s uri 2co er 

BUPATI JEP 

Diundangkan di Jepara 
pada tanggal l 3mi AD7 

r,;� TARIS DAERAH KABUPATEN 
/ JEPARA 
/ ¥ _,----'., 

' sets, 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA 
NMOR % TAHUN 200T 

TENTANG 

SUMBER PENDAPATAN DESA 

PENJELASAN UMUM 

Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah suatu 
kes.tuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang 
untuk mengatur dan mnengurus kepentingan ma.syarakat setempat, berdasrkan asal 
usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihorrati dalam Sistem Pererintahan 
Negera Kesatuan Republik Indonesia 

Dalamn rangika melaksanakan urusan pererintahan yang menjadi kewenangan 
esa dan1 untuk peningatan pelaryanan serta perberdarya.a.1 aSy@rakart, des.a 
mepuny.al $umber pendapatan yang terdini atars pend.apat.an al/ de8a, bagi hasil 
pajak daerah, dan retribusi daerah Kabupaten, bagian dari dana perimbangan 
euangan pus.at dan daerah yang iterima oleh Kabupaten bantuan dati Pemenintah 
emenintah Propinsi an Permnerintah Kabupaten seta hibah dan sunbangan datl 
pihak ketiga 

Pengaturan mengenai sumber pendapatan desa dimaksudk.an untuk 
mengarahkan agar perenitaha0oya lebih berdaya.guna dalan mnemTbiaya.l 
penyelenggaraan perenintaha an pembangunain des.a serta upaya pelestarian 
umber pendapatan des.a dan pengembangannya. Hal in/ penting dan untuk 
iperhatikan arena perbiay#an merupakan bagian ta.k terpisahkan dati jala0ya 
pemerintahan dan pembanpunan Desa. Untuk menindaklanjuti pengaturan sumber 
pendapatan desa tersebut diatas, maka salah satu hal yang harus dilaksanakan oleh 
daerah adalah menetapkan Peraturan Daerah tentang Surber Per.dapatan Des.a 

II, PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 
Cuup jelas 

Pasal 2 
Hurufa 

Angka 1 
Yang dimaksud dengan hasil Usaha Desa adalah usaha-usaha yang 
dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam rangka meningkatkan 
Pendapatan Ast Desa sebagai Surber Pendapatan Desa, sepertl 
Mendifik.an Pasar Desa / Kios, mentikan bangunan ntuk disewakan 
dan lain-lain usaha sesuaii dengan situarsi kondisl masing-rasing Des.a 

Angka 2 
Cukup jelas 

ngka 3 
Cukup jelas 

Angka 4 
Cukup jelas 
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Ang#a 5 
Lain-lain perdapatan asli desa yang sah adalah sumber pendapatan lain 
yang dapat diusahakan oleh desa berasal dari Badan Ugaha Milik Desa, 
pengelolaan Pasar Des.a, pengeolaan Kawa.san wis.ata skala des.a 
pengelolaan galian C yang fidak menggunakan alat berat dan sumber 
lainnya 

Huruf b 
Cukup jelas 

Hurut c 
Cukup las 

Huruf d 
Bantuan dart Pemenintah Daerah ditentukan berdasaran per aturan 
perundang-undangan yang bertaku, bantuan dari Pemerintah Propinsi dapat 
berupa bagian dari Pajak dan Retribusi atau berupa bantuan lain yang 
ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
bantuan Pemerintah dapat berupa Ganjaran, Tunjangan Penghasilan Aparat 
ererinta Desa, Dana Pembangunan Desa atau berupa bantuan lain 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

Hurufe 
Cukup jelas 

Pasa 3 
Cukup jelas 

Pasal 4 
Cukup jelas 

Pasal 5 
Hurufa 

Cukup jelas 
urufb 

Cukup jelas 
Hurut e 

Cukup jelas 
Hurut d 

Cukup jelas 
Huruf e 

Cukup jelas 
Hurut f 

Cukup jelas 
Hurut g 

Lain-lain kekayaan milik desa antara lain 
1. Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa / Daer% 
2. Barang yang beras.al dari perolehan lainnya dan l atau surnbangan dart 

pihak ketiga 
3. Barang yang diperoleh dai hibah/ sumbangan atau yang sejenis, 
4. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjan / kontak dan 

lain-lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 
5. HAk desa dai dana perimbangan, pajak daerah dan retribusi daerah 
6. Hibah dani pemerintah, pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten 
7 Hibah dari pihak ke 3( ketiga) yang sah dan tidak mengikat dan 
8. Hasil kerjasama desa 

Pasa 6 
ya' (1) 

Yang dimaksud dengan kepentingan urum adalah ha-hal yang menyangkut 
kebutuhan masyarakat desa yang bersangkutan 

Ayat (2) 
Cukup Jelas 
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Ayat (3 
Cukup Jelas 

Ayat (4) 
Cu#up jelas 

Pal T 
Ayat(1) 

Yang dimaksud dengan mendapatkan ganti berupa tanah dan / atau 
bangunan dan / atau uang yang sesuai dengan nilai kekayaan desa adalat 
hasil dari ganti tersebut diujudkan tanah kemball 
Yang diraksud dengan mempertimbangkan adalah agar desa yang 
melimpahkan kekayaan desa tersebut tidak dirugikan, sebalikrya des.a 
memperoleh keuntungan atau kekayaan desa yang meningkat 

Ayat (2) 
Cukup jelas 

Ayat (3) 
Cukup jelas 

Pasal 8 
Cukup jelas 

Pasal 9 
Cukup jelas 

Pas4l 10 
ayat (1 

hurufa 
Cukup jelas 

hurut b 
Yang dimaksud dengan bagi hasil retribusi daerah tertentu adalah 
retribusi daerah diluar retribusi yang bersifat transitoris seper Rurah 
Sakit Urum Kartini, Kartu Tanda Penduduk I Kartu Keluarga dan 
Puskesmas 

ayat (2) 
Cukup jels 

ayat (3) 
Cu#up jelas 

Pasal 1f 
ayat(1) 

Cu#up jelas 
ayat (2 

Yang dimaksud dengan proporsional adalah alokasl dana desa dibagi 6 % 
merata tan 40% tertimbang 

ayat (3 
Cukup jelas 

ayat (4) 
Cukup jelas 

Pasal 12 
Cukup jelas 

PAsal 13 
Cukup jelas 

a#al 14 
Cu#up jelas 

Pasal 15 
Cukup Jelas 
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Pasal 16 
Cukup 4elans 

Passl 17 
Cuup Jelas 

Pasat 18 
Cu#up Jeas 

Pa#al 19 
Cukup Jelas 

asal 20 
Cukup 4etas 

TAMEAHAN LEMBAAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR E. 

• 

• 


